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Abstrak
 

Penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan Pendapat KPPU sebagai suatu produk hukum yang

dikeluarkan oleh KPPU atas dasar kewenangannya untuk memberikan penilaian terhadap post-notification

MKA yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengaturan pada Perkom No. 2 Tahun 2013 sebagai peraturan

pelaksana dari PP No. 57 Tahun 2010 tidak memberikan kesempatan terhadap pelaku usaha untuk

mengajukan keberatan terhadap Pendapat KPPU. Tidak diberikannya kesempatan pengajuan keberatan

terhadap Pendapat KPPU menunjukkan bahwa tidak adanya sarana kontrol terhadap Pendapat KPPU.

<br><br>

Sistem notifikasi yang dianut oleh UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 yaitu merupakan

sistem post-notification memiliki potensi merugikan pelaku usaha apabila tidak terdapat upaya yang dapat

ditempuh oleh pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap Pendapat KPPU. Pada penelitian ini

dilakukan perbandingan yang memperlihatkan bahwa Pendapat KPPU sebagai suatu pendapat hukum

memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan dengan Fatwa MA, Pendapat Hukum KPI serta Pendapat

Komnas HAM namun memiliki kemiripan dengan pendapat mengikat lembaga arbitrase. Dalam segi hukum

persaingan usaha, Pendapat KPPU merupakan produk hukum KPPU yang memiliki kekuatan mengikat

berdasarkan Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. PP No. 57 Tahun 2010 dan tidak terdapat

kesempatan pengajuan keberatan terhadapnya. Apabila dibandingkan dengan hukum persaingan usaha yang

dianut oleh negara negara Rusia dan Korea Selatan memperlihatkan kedudukan Pendapat KPPU yang tidak

memiliki sarana kontrol seperti yang terdapat pada hasil penilaian notifikasi MKA di negara Rusia dan juga

Korea Selatan yang menyediakan kesempatan pengajuan keberatan terhadap hasil penilaian notifikasi

tersebut.

<hr>

This study focuses on the position of Legal Opinion issued by the Business Competition Supervisory

Commision based on their authority to assess postnotification of merger, consolidation or acquisition of

shares. Regulations stated on Perkom No. 2 of 2013 as the implementing regulations of PP No. 57 of 2010

does not give an opportunity to the parties connected to the merger, consolidation or acquisition to raise

objections to the Commission's Opinion . Not given the opportunity of filing objections to the Commission's

opinion suggests that the absence of a means of control over the Commission's Opinion.

<br><br>

Notification system adopted by Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010 is a postnotification system that

has the potential to disadvantage entrepreneurs if there are no effort that can be taken to object to the
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Commission's Opinion. In this study, the comparison shows that the Commission's opinion as a legal

opinion is more powerful than Fatwa MA, KPI Legal Opinion and Komnas HAM Legal Opinion but has

similarities with binding opinion of arbitration institution. In terms of competition law, the Commission’s

Opinion is a product of the Business Competition Supervisory Commision that has binding force under

Article 28 and 29 of Law No. 5 Year 1999 jo. PP No. 57 in 2010 and there are no chance of filing an

objection to it. When compared to the competition law adopted by the Federation of Russia and the Republic

of South Korea show the position of the Commission's opinion does not have the means of control as well as

on the results of the assessment of merger notification in Russia and South Korea that provides the

opportunity for filing an objection to the output of assessment of the notification.


